BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR: 110 TAHUN 2017

TENTANG

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAJUAN SURAT PERINTAH
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERINTAH
PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) DAN SURAT PERINTAH
PEMBAYARAN TAMBAH UANG (SPP-TU) PADA BAGIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2017 dan

mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan

pelaksanaan tugas,

b bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2016 Nomor 14);

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Prosedur
Pelaksanaan Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Uang
Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti
Uang (SPP-GU) Dan Surat Perintah Pembayaran Tambah
Uang (SPP-TU) Pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun Anggaran 2017.

<+

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4367);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Ke Dua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Laporan
Peyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi
Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
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Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe elatan Tahun 2007
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033 (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12
Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kepada Perusahaan-perusahaan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 09);



41. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 80 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016
Nomor 80);

42. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran
2017 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017
Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Prosedur Pelaksanaan

Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-
UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Dan
Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) Pada Bagian
Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran
2017.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1.
2
3.
4
-7

Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan,;

Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
. Sekretariat Daerah yang selanjutnya di singkat SEKDA adalah Sekretariat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang di singkat BPKAD adalah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut;

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
penggunan anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD yang dananya dipergunakan untuk uang muka kerja yang bersifat
pengisian kembali (revolving) yang dilakukan setiap Awal Tahun Anggaran
setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang besaran
nilai UP;



9. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-
GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
penggunan anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang
telah dibelanjakan,;

10.Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang selanjutnya disingkat
SPP-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
penggunan anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu Uang
Persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;

11.Kas Umum Daerah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh
Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

membayar seluruh pengeluaran tersebut.

BAB II
PROSEDUR DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

A. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) Sekretariat Daerah
SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Sekretariat Daerah untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat
pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung, yang dilakukan setiap awal tahun anggaran
setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang besaran
UP. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh
bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah untuk memperoleh
persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui
PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan untuk melaksanakan
belanja Sekretariat Daerah tanpa pembebanan pada rekening tertentu.
Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dapat melimpahkan sebagian
uang persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu Sekretariat Daerah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
SPP UP dinyatakan lengkap akan diterbitkan SPM oleh PPK-SKPD paling
lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP UP diterima, dan jika dinyatakan
tidak lengkap PPK-SKPD akan menerbitkan surat penolakan SPM paling
lambat 1 (satu) hari kerja sejak SPP-UP diterima dan diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk disempurnakan.
Adapun nilai besaran Uang Persediaan (UP) masing-masing bagian yaitu :
a. Bagian Umum dan Protokoler Rp. 468.603.001,-
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b. Bagian Pemerintahan Umum Rp. 227.621.583,- yang terdiri dari :

NO. URAIAN RESEIEE
(Rp.)
1. | Pemerintahan Umum 40.121.583,-
2. | Kelurahan Alangga 12.500.000,-
3. | Kelurahan Ambalodangge 12.500.000,-
4. | Kelurahan Amondo 12.500.000,-
5. | Kelurahan Atari Indah 12.500.000,-
6. | Kelurahan Kolono 12.500.000,-
7. | Kelurahan Konda 12.500.000,-
8. | Kelurahan Lalowaru 12.500.000,-
9. | Kelurahan Landono 12.500.000,-
10. | Kelurahan Lapuko 12.500.000,-
11. | Kelurahan Ngapaaha 12.500.000,-
12. | Kelurahan Palangga 12.500.000,-
13. | Kelurahan Potoro 12.500.000,-
14. | Kelurahan Punggaluku 12.500.000,-
15. | Kelurahan Ranomeeto 12.500.000,-
16. | Kelurahan Tinanggea 12.500.000,-

=2 C R S T -V o
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Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Rp. 48.600.000,-

. Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) Rp. 135.730.000,-

Bagian Hukum Rp. 28.800.000,-

Bagian Pembangunan Rp. 166.558.833,-

. Bagian Energi dan Sumber Daya Alam (SDA) Rp. 51.890.000,-

. Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Rp. 113.800.000,-
Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Rp. 51.500.000,-

j. Bagian Perpustakaan dan Arsip Daerah Rp. 31.121.000,-

k. Bagian Perlengkapan Rp. 346.267.708,-.

Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah mencatat SPP-UP yang

diajukan ke register SPP. Dokumen SPP-UP terdiri dari :

1) Surat Pengantar SPP-UP;

2) Ringkasan SPP-UP;

3) Rincian SPP-UP;

4) Salinan SPD;

5) Alokasi Dana;

6) Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D,;

7) Foto copy Surat Keputusan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan.
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B. SPP Ganti Uang (SPP-GU) Sekretariat Daerah
Prosedur Pelaksanaan pengajuan Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang
(SPP-GU) per Bagian pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1)

3)

4)

5)

Bendahara Pembantu Pengeluaran masing-masing bagian terdiri dari :

e Bagian Umum dan Protokoler;

e Bagian Pemerintahan Umum,;

e Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala);

e Bagian Pusat Data Elektronik (PDE);

e Bagian Hukum;

e Bagian Pembangunan;

e Bagian Energi dan Sumber Daya Alam,;

e Bagian Hubungan Masyarakat (Humas);

¢ Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra);

¢ Bagian Perpustakaan dan Arsip Daerah,;

e Bagian Perlengkapan.

mengajukan dokumen permintaan ganti uang (GU) kepada bendahara

pengeluaran Sekretariat Daerah.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh

bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah untuk memperoleh

persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang sebesar nilai uang

persediaan yang bisa dipertanggungjawabkan.

SPP-GU dapat disampaikan untuk satu Kkegiatan tertentu atau

beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada, dengan batas

nilai minimal sebesar 60% dari besaran UP masing-masing bagian.

SPP-GU yang dinyatakan lengkap, akan diterbitkan SPM oleh PPK-

SKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP-GU diterima dan jika

dinyatakan tidak lengkap PPK-SKPD akan menerbitkan surat

penolakan SPM paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak SPP-GU

diterima dan diberikan kepada bendahara pengeluaran Sekretariat

Daerah untuk disempurnakan.

Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-GU yang diajukan ke register

SPP. Dokumen SPP-GU terdiri dari :

a) Surat Pengantar SPP-GU;

b) Ringkasan SPP-GU;

¢) Rincian SPP-GU;

d) Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran per kegiatan atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU
sebelumnya disertai dengan bukti pengeluaran yang sah dan
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lengkap;

e) Rekapitulasi rincian penggunaan UP/GU sebelumnya;

f) Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain ganti uang saat pengajuan SP2D kepada kuasa
BUD;

g) Salinan SPD;

h) Alokasi Dana.

C. SPP Tambahan Uang (SPP-TU) Sekretariat Daerah
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
Sekretariat Daerah untuk permintaan tambahan wuang guna
melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu)
bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan
untuk :
a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

SPP-TU yang dinyatakan lengkap akan diterbitkan SPM oleh PPK-SKPD
paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP-TU diterima dan jika
dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD akan menerbitkan surat penolakan
SPM paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak SPP-TU diterima dan
diberikan kepada bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah untuk
disempurnakan.

Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-TU yang diajukan ke register SPP.
Dokumen SPP-TU terdiri dari :

1) Surat Pengantar SPP-TU;

2) Ringkasan SPP-TU;

3) Rincian rencana penggunaan SPP-TU,;

4) Salinan SPD;

5) Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU;



6) Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk

keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D

kepada kuasa BUD;
7) Alokasi Dana.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Selatan.

sexvA
sV
K-A Bﬂ_‘AD_V

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 64 - { - 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

f

Ir. Drs.”H. SJARIF SAJANG, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19620730 198901 1 001

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, p9 - { — 2017

SELATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR |2-..
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